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KEPUTT SAN KO!,!ISI PEI4ILIHAN UMUD4
PROVINSI NUSA TET{GGARA BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2OO7

TENTANG

ORGA,{ISASI DAI{ TATA KER,A KOIIiISI PET{ILIHAII t,II't,M PROYTTTST, KoMISI PEIITILIHAI{
U]'IUM KABUPATEN/KOTA, PANMA PEMILIHAN KECAMATA , PANmA PEMUNGUTAil SUARA

DAl{ KELO'TIPOK PENYELEI{GGARA PEMUI{GUTAN SUARA PEMILU GUBERI{UR DAN WAKIL
GUBERNUR I{USA TENGGARA BARAT TAHUN 2OO8

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA 8ARAT,

Menirnbang : a. bEtwa unhjk meHrsanakan ketefituan ffi 66 ayat (1) Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 9 ayat (3) huruf b Undang - undang Nomor
22 Tahun 2007, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penyelenggara dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur Nusa
Tenggara Barat Tahun 2008;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakud pada huruf a, perlu
ditetapkan dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa
Tenggara Barat;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakjlan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Penirakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 427r;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana te{ah cliubh dengan t ndangttndang Nomor I Tahur} 2005
tentang Penebpan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah rnenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tenbng Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
se@Bimana diubah terakhir kali dengan Peraturan PenErintah Nomor 25
Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Perdturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Nqard
Nomor 4719);

6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tenbng Pola Organisasi dan Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik
Pelaksanaan Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman
Tata Kerja Komisi Pefitililran tlrnurn, Kornisi Femili+pn Umum ProvirE;+ dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kob, Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara. dan Kelompok Penyelengggara Pemungutan Suara
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
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9. Mtrran Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang pedoman
Tata Cara Pelaksanaan Pemungubn dan peflghitungan Suara pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat pemungutan
Suara;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2007 tentang pedoman
Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

11, Kepufusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26
Tahun 2007 Tenbng Tahapan, Program dan ladwal Waktu Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun
2008;

Memperhatilan
Hasil Kerja llm Penyusun Rancangan Regulasi Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubemur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008

Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
tangqal 22 Oktober 2007.

MEMUTI.JSKAN

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasat 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Gubemur dan
Wakil Gubemur adalah Pemilu untuk memilih Gub€rnur dan Wakll Gubemur Nusa Tenggara Barat
Tahun 2008 secara langsung dan demokatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang{Jrdang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah
Penyelenggara Pemilu Gubemur dan wakil Gubemur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 5
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;

3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se - Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut KPU

lGbupaten/Kota adatah bagian Flaksana Pemilihan Umum di tingkat lGbupaten/KoG;

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara Fang selanjutnya disingkat PPK, PPS, dan KPPS adalah bagian dari unsur pelaksana Pemilihan
di wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara yang bertugas membantu
pelaksanaan Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur;

5. Terpat Pemungutan Suara, selanjuklya disingkat TPS adalah tempat pemilih rnemberkafl suara dan
menggunakan hak memilihnya pada hari dan bnggal pemungutan suara;

6. Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gub€rnur, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta
Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Parfdi Politik dan/atau Gabungan Partai
Politik yang telah memenuhi persyaratan;

7. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indones,a yang berdomisili dalam wjlayah Provinsi Nusa
Tenggara Barat;

8. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan
suara Pemilu Gubemur dan Wakl Gubernur telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh b€las) fang
dibukUkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KlP) abu kartu idenutas lain yang sah dan atau
sudah/pernah kawin serta memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah terdaftar sebagai Pemilih
dabm Pemilihan;

1

2

.,

: KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERIA KOMISI PEMIUHAN UMUM PROVINSI,
KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANMA PEMIUHAN KECAMATAN,
PANMA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SI,ARA PEI"fiLU GUBERMJR DAN WAKIL GUBERT{tJR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2008.

jdih.kpu.go.id/ntb



9. Perrnfu ffifr a(laHl Pemrl*ran Umum Presidm dan Wakil Presidefl Putardn Kedr.rd Tahun 2004
sebagaimana dimaksud dalam UndangFundang Nomor 23 Tahun 2003 atau penyelenggaraan Pemilu
Bupati dan wakil Bupati dan atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam UndangFurdang Nomor 32 Tahun 2004;

10. Pemberian suara adalah kegiatan Pemilih untuk memberikan suara pada bilik pemberian suara di TFs
dengan cara mencoblos surat suara;

11. Panitja Pengawas Pemilihan adalah Panitia Pengawas Provinsi, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota,
Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam
Undang{ndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2OO7 at,,u Peraijran Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005;

f2. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu
KeGmatan sebaga rana dtmaksud dalam unddng-t ndang Nornor 22 Tahun 2007;

13. Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk obh
Pasangan Calon bersama-sama Partai Poliuk abu Gabungan Partai Politik yang bertugas dan
berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serb bertanggung jawab atas pelaksanaan
tehnis penyelenggaraan kampanye;

14. foGak Suara dar, Bili& Ssara adalah Kotak dan Bilik S{rara sebagainr,ana di maksud dalarn Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentnn
Kepah Daerah dan Wakil Kepala Daerah, adalah Kobk Suara dan Bilik Suara yang digunakan @a
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Ralqat Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang- Undang Nomor 12 tahun 2003
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Penvakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Peru,a*ihn Rakyat Oaerah serb Pemilihan tknunt Presiden da* wa*il eresiden sebagaima*a di
maksud dalam Urdang- Urdang Nomor 23 Tahun 2003 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden;

15. lGrtu Pemilih adalah Kartu Pemilih sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Perdturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

l& Satsi adalah saksi Pasangan Calon, yaitu orang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis
dari Tim Kampanye PasEngan Calon abu Pimpinan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik
sesuai jeniangnya untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungBn
suara di TPS, penghihingan suata di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;

Pasal 2

Per4relenggara Pemilu Gsbernur darl Wakil Gsbernur adalah KPU Provinsi, KPU KabupatefllKota, wK, PPS

dan KPPS serta bersifat hierd*is

Pasal 3

Penyehnggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berpedoman pada azas :

a. Mandiri;

b. tujuC

c. Adil;

d. lGpastian Hukum;

e. Tertib Penyelenggara;

f. Kepenungan Umum;

g. Keterbukaan;

h. Proporsionalitas;

i. Propesionalitas;

j. Akuntabilitas;

k Efusiensi; dan

L EHdifitas.

Pasal 4

Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mematuhi
Kode Etik Pelaksana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33
Tahun 2002 tentang kode etik Haksana Pemilihan Umum.
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Bagian Kedua

Komisi Pemilihar t mum Kabspatenlkota

Pasal 6

(1) Kedudukan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur
adalah bagian dari KPU Provinsi untuk membantu penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota.

(2) KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Koh

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama

Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Past 5

KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur

KPU Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.

Bagian Ketiga

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Pasal 7

Untuk rnenyelenggarakan PemilifEfl umum Gubemur dan Wakit Gubenxr di tingkat Keqdrnabn,
dibentuk PPK.

PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.

PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara
dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suard.

ffim hal terjadi penghitungan dan pemungutan suaftr rfdngr, Pemifu susutan dan Pemitu lanjutan,
masa kerja PPK diperpanjang dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan
suara.

Pasal I
Anggota PPK sebanyak 5 (lima) ordng berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi persyaftrtan.

Anggota PPl( diangtat dan diberMikan oleh Kru KahrpatenlKota.

Anggota PPK Diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul Camat sebanyak 10 (sepuluh) orang untuk
ditetapkan oleh KPU lGbupaten/KoE sebanyak 5 (lima) orang

Dalam mengusulkan calon Anggota PPK Gmat dapat meminta dan mendengar masukan dari
Masyarakat, dalam mengusulkan Calon Anggota PPK, Camat dapat meminta dan mendengar masukan
dari rn-aslfdrakat.

Komposisi kear€gotaan PPK memperhaukan keterwakilan perempuan sekurang - kurangnya 30 o/o (
Uga puluh perseratus)

Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Seketariat yang dipimpin oleh Seketaris dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

PPK meffiui KPU KabupatenlKota mengusutkan 3 (tiga) nama calon seffiris PPK kepae
Bupati/Walikota untuk selanjuhya dipilih dan ditetapkan I (satu) nama sebagai seketaris PPK
dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pengisisn bendahara pembantu (PUMK) dan Anggota Sekrebriat PPK, diusulkan oleh PPK kepada KPU
Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota atas
persetujuan KPU lGbupaten/Kota.

(7)

(s)

(6)

(8)

Bagian Keempat

Panitia Pemungubn Suara (PPS)

Pasal 9

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil Gubernur di tingkat Desa/Kelurahan,
dibentuk PPS.
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(7)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

PPS berkeddukan di desa/kelurahan.

Anggoh PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Anggota PPs diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama kepala desa/lurah dan badan
permusyawaratan desa/kelurahan sebanyak 6 (enam) orang untuk ditebpkan oleh KpU
lGbupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang.

Sebe'hm mengusulkan calon Anggob PPs, Kepala Desallurah dan Badan permusydwaratan
Desa/Kelurahan dapat meminb dan mendengar masukan dari masyarakat.

PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kob paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pemungubn suara
dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) h:lan setelah pemungubn suara.

Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan,
masa kerja PPS diperpanjang dan dtbubarkan paling tambat 2 (dua) bdan setelah penn-rngutan suara

Bagian Kelima

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 10

Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat sektar TpS yang memenuhi
persyaratan ,

Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS absnama Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Pengangkabn dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KpU Kabupaten/Koh.

Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan anggota.

BAB III
Persyarahn

Pasal 11

Persyarabn untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi;

a. warganegaralndmsia;

b. berush paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan cita-cib Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

e. Udak menjadi anggota partai poliuk yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau
sekurang-kurangnya dalam iangka waktu 5 (lima) tahun Udak lagi menjadi anggota partai politik yang
dibuktikan dengan surat kete€ngan dari pengurus partai poliuk yang bersangkutan;

f. berdomisili dahm wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;

g. sehat jasmani dan rohani;

h. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia; dan

i. tidak pemah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuabn
hukum tetap karena rnelakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun
abu lebih.

BAB IV
Sumpahpanji

Pasal 12

(1)

(2)

Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.

Sumpah/janji anggota PPK, PPS dan KPPS 6dalah sebagai berikut:

"Demi Alhh Cfuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban safd sebagai anggota PPVPPS/KPPS
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan
berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
19+5.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-
sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnfa Pemilihan Umum Gubemur dan Wakil
Gubemur Nusa Tenggam Barat Tahun 2008, tegaknfa demokrasi dan keadilan, serta
mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan
pribadi atau golongan."
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BAB V

TIJGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 13

(1) Tugas dan wewenang KPU Provinsi adalah :

a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Gubernur dan wakil Gubemur;

b. t4enyusun tran nren@<an tata kerja Kru Pror/insi, KPU KabupatefilKota, PPK, PPS dan KPPS

dalam Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur dengan memperhaukan pedoman dari KPU;

c. Menwsun dan menetapkan pedoman yang b€rsiftt teknis untuk tiap-tiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur berdasarkan peraturan perundangi
undangan;

d MerEkoord,nasil€n, menyeknggarakan dan mergenddikan semua tahapan pen@nggaraan
Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur berdasarkan peniturcn perundang--undangan dengEn
memperhatkan pedoman dari KPU;

e. Memutakhirkan data p€milih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar
pemilih;

f. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Gubemur dan
Wakil Gubernur;

g. Menetapkan Pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubernur yang memenuhi Persyaratan;

h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Gubemur dan
Wakil Gubernur berdasakan hasil Rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota
dengan membuat berib acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

i. Membuat b€rib acard penghitr.rngEn suara serta membrrdt sertifikat hasil penghittrngan suara dan
wajib menyeGhkannya kepada saki peserta Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur, Panwaslu
Provinsi. dan KPU;

j. Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil
rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur dari seluruh KPU

Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil
penghitungBn suara;

k. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur dan mengumumkannya;

l. Mengumumkan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dan membuat berita acaranya;

m. Melaporkan has,l Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur kepada KPU;

n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU

Kabupaten/Kota;

o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Provinsi;

p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanki admanistratif kepada anggota KPU

Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provin$, dan Pegawai Seketariat KPU Provinsi yang Erbuki
melakukan tindakan yang mengaklbatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu
Gubemur dan Wakil Gubemur fang sedang berlangung berdasarkan rekomendasi Panwaslu
Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;

r. Mehksanalcn pedoman fdng ditetapkan olet KPU;

s. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara p€nyelenggaraan Pemilu
Gubemur dan wakil Gubemur sesuai dengan tahapan yang diafur dalam peraturan perundangF
undangan;

t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubernur;

u. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur Provinsi kepada
Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubemur, dan Dewan Penarakilan Rakyat Daerah Provinsi;
dan

v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/abu UndangF-undang
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(2) KPU Provinst berkor@iban :

a. mehksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dengan
tepat waktu;

b. Memperlakukan peserta Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur dan Pasangan Calon secara adil
dan setara;

c. Menyarnpailon semua informasi perqaelenggaraan Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur kepada
rnasyarakat;

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundangi
undangan;

e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu Giubemur
dan Wakil Gubenu,r kepada XPU;

f. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Gubemur dan Wakil Gubemur serta mengelola barang
invenbris KPU Provinsi berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan;

g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubemur dan Wakil
Gubernur kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

h. Membuat berib acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi dan d+Ea{rdabngani ol€h Ketua dan
Anggoh KPU Provinsi;

i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan ohh KPU; dan

j. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang - undangan.

Bagian Kedua

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 14

(2) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

b, Menyampaikan semua infoflnasi penyelenggaraan Pemilu kepada Masyarakaq

c. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturcn perundangF
undangan;

d. Memelihan arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kob
berdasarkan per?tuEn perundangFundangan;
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(l) Tugas dan wewenang KPU lGbupaten/Kota adalah :

a. rEmbentuk PPK, PPS dan KPPS dam wilayah kerFnya;

b. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai
daftar pemilih;

c. menerima daftar pemilih dari PPKdan menyampaikannya kepada KPU Provinsi ;

d. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara
dan wajib menyerahkannfa kepada saksi Fsangan calon, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Kru
Provinsi;

e. Memeriksa pengaduan dan/abu laporan adanya pelanggann kode etik yang dilakukan oleh
PPK, PPS, dan KPPS;

f. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu
Kah.lpaten/(€ta;

g. MenonaktiflGn semenhft! dan/atau mengenakan sanki administrauf kepada anggota PPK, PPS,

Sekrebris KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai Sekrebris KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti
melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu
Gubemur dan Wakil Gubemur yang sdang berlangung berdasarkan rekomendasi Panwaslu

Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. t"lelaksanalcn sosiatisasi perTyelenggaraan fumifu Gubemur dan Wakil Gubemur dan/atau fdng
berkaitan dengan tugas KPU lQbupaten/Kota kepada masyardkau

i. Melaksanakan tugas dan wewenang fdng berkaitan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil
Gubemur Provinsi berdasarkan peraturan Perundang-undangan dan @oman KPU dan/atau
KPU Provinsi;

i. meh*sana*an ftJgas dan urewenang bin yang diberikan ol€h KPU Provinsi dan/atau Undang-
Undang.
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e. Menyampaiakan taporan periodik rnengenai tahapan perryelenggardan pemifu kepada Kpu
Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada panwaslu Kabupaten/Kota;

f' Membuat berita acara pada setiap rapat pleno Kpu Kabupaten/Kob dan ditandatangani oleh
Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;

g. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KpU dan KpU provinsi;dan

h. Metalaanakan kev-aiiban lain yang diberikan oleh Muran perundangrundangan.

Bagian Ketiga

Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 15

Tureas, wsoerang dan hwajiban PPK ;

a. membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar
pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

b. melaksanakan semua bhapan penyelenggaraan Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur di tingkat
kecamatan yang telah ditetapkan oleh KpU provinsi .

c. rTEnerima dan menyarnpaikan ffir pemilih kepada KpU Kabupaten/Kota;

d. merEumpulkan hasil p€nghitungan suara dari seluruh TpS di wilayah kerjanya;

e' melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara s€bagaimana dimaksud huruf d dalam rapat yang
harus di hadiri oleh saksi pasangan calon.

f. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e;
g' menyerahkan hasil rekapitutasi suard sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada seluruh peserE

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur;

h, membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib
menyerahkannya kepada saksi Pasangan calon, panwaslu Kecamabn dan Kpu Kabupaten/Kota;

i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;

i. melakukan evaluasi dan membuat laporan seti@ tahapan ffiyelenggaraan Pemifu Gubernur dan Wakil
Gubemur di wilafah kerjanya;

k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang ppK kepada masyarakat;

l. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU provinsi dan KpU
Kabrjpaten/Kota sesuai peraturan perundang-ufidangan;

m. melaksanakan fugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan undang-undang;

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas wewenang dan kewajibannya, PPK bertanggung jawab kepada Kpu Kabupaten/
Kota.

Bagian Keempat

Panitia Pemungutan Suara

Pasal 17

Tqgas, wanenang dan kewajiban PPS:

a. membanh-t KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kob dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih,
daftar pemilih sementara. daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;

b. membentuk KPPS;

c. mengangkat pehgas pemutakhiran data pemilih;

d. mengumumkan daftar pemilih;

e, rrenerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;

f. rrelakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
g. menebpkan hasil perbaikan daftar pemilih sementarc sebagaimana dimakud pada huruf f untuk

menfixli datur pemilih t€rap;

h. mengumumkan daflar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU lGbupaten/Kota melalui ppK;

i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
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j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubemur dan Wakit Gubemur di tingfat
desa/kelurahan yang telah ditebpkan oleh KpU provinsi, KpU lGbupaten/Kota dan ppK;

k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TpS di wilayah kerjanya;
l. menjaga dan mengamankan keutuhan kobk suara setelah peflghifungan suara dan setelah kotak suara

disegel;

m. meneruskan kotak suard dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulrrya koEk
suaG dari seuap TPS dan Udak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang telah disegel oleh
KPPS;

n. menindaklanjuti dengan segeE temuan dan laporan yang disampaikan oleh pengawas pemilu
Lapangan;

o. nElak €n evakiasi dafl. membuat laporao setiap tahapan penyelengrgsraan Pernilu Gub€rnur dan Wakil
Gubemur di wilayah kerjanya;

p. tnelaksanakan soskrlisasi penyelenggaman Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur dan/atau yang
berkaitan dengan tugas dan wewenang PpS kepada masyarakau

q. Inembantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu Gubemur dan Wakil Gubernur, kecuali dalam hal
penghitungan suara;

r. melaksanakan tugat w€wenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Kpu provinsi, Kpu
K.abupaten/Kota dan PPK sesuai peraturan perundang-undangan; dan

s. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Baglan Kelima

Kelompok Penyelenggara Pemungubn suarzr

Pasal 18

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS :

a. mengumumkan dan menempellon daftar pemilih tetap di TpS;

b. menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada saksi Pasangan Calon yang hadir dan pengawas
Pemilu Lapangan;

c. melaksanakan pemungutan suara dan penghihtngan suara di TpS;

d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau di
lingkungan TPS.;

e. menindaklanjuu dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Crlon,
Pengawas Pemilu Lapangan dan masyarakat pada hari pemungubn suara;

f, meniaga dan mengamankan keutuhan kobk suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara
disegel;

g. rnembuat berita acara pemungutan dan. penghitungan suiira serta membuat sertifikat hasll
perEhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Pasangan Calon yang hadir. Pengawas
pemilu Lapangan dan PPK melalui PPS;

h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;

i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

j. melaksanakan tugas, wewenarE dan kewajiban lain yang diberikan oleh KpU provinsi, KpU
lGbupaten/Kota, PPK dan PPS sesuai peraturan perundang-undangan; dan

k. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan undang-undang.

BAB W

TATAKERIA DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu

KPU Provinsi dan KPU lGbupaten/Kota

Pasat 19

Setiap pengambilan Keputusan KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.

9
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Fasal'20'

(1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, adalah :

a. Rapat pleno tertutup; dan

b. Rapat pleno terbuka
(2) Penetapan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan rekapitulasi penghitungan suara oleh KpU

Provinsi dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka.

Pasal 21

(1) Rapat pleno KPU ProvinsillGbupaten/Kota dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 4
(empat) orang Anggota KPU Provinsi/KPU KabupatenlKota yang dibuKikan dengan daftar hadii

(2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sah apabila disetujui olelr sekurang-kurangrrya
oleh 3 (tiga) orang Anggota KPU ProvinsilKabupaten/Kota yang hadir.

(3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan rapat pleno
KPU Provinsi/KabupatenlKota diambil berdasarkan suara terbanyak

Pasr,l22

(1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapat pleno KPU Provinsi untuk menetapkan hasil pemilu
Gubernur dan Wakil Gubernur ditunda selama 3 (tiga) jam.

(2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai
kuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhaUkan kuorum.

(3) Khusr.rs r.apat peno KPU Provinsi untuk menetapkan hasil. Pemilu Guhnur dan Wakil. Guher:nur tidak
dilakukan pemungutan suara

Pasal 23

(1) Undangan dan Agenda rapat pleno KPU ProvinsilKabupaten/Kota disampaikan paling lambat 3 (tiga)
hari sebelumnya.

(2) Rapa't pleno dipimpin oteh Ketua KPU'FrwinsilK#upaEn/Kota
(3) Apabila Ketua berhalangan, rapat pleno KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dipimpin oleh salah satu

Anggota yang dipilih secara aklamasi.

(4) Seketaris KPU ProvinsilKabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam
Rapat Pleno.

Fasal 24

(1) Ketua KPU Provinsi wajib menandatangani penetapan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur
yang dipuhrskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari

(2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur tidak ditandatangani Ketua KPU
Provinsi dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud ayat (1), salah satu Anggota KPU Provinsi
menandatangani penetapan'hasit Pemr'lu Gubernur dan Wakil Gubernur

(3) Dalam hal tidak ada Anggota KPU Provinsi menandatangani penetapan hasil Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur, dengan sendirinya hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur dinyatakan sah dan
berlaku.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 25

(1) Tugas Ketua PPK:

a. memimpin kegiatan PPK;

b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;

c. mengawasi kegiatan PPS;

d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

e. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala;

IO
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t. menandahngant berita acaftI dan sertiftl€t rekapitulasi pengitritungan bersama-sama dengan
sekunng-kuEngnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi pasangan Calon
yang memiliki surat mandat dari Tim Kampanye atau Pimpinan Partai PoliUk dan atau Gabungan
Partai Politik yang bersangkutan;

g. menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
suara di PPK kepada masing-masing saksi Pasangan Calon yang hadir,panwaslu kecamatan;

h. melaksanakan kegiabn lain yang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu sesuai dengan
kebijakan yang ditentukan oleh KPU Provinsi.

(2) Tugas anggota PPK :

a. membantu Ketua PPK;

b. metalcsanakan tugas yang ditenttrkan otelr-Ketua pFK;

c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan;

e. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan
sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Provinsi.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggungjawab kepada Ketua PPK.

(1)

/2't

(3)

(4)

Pasal 26

Tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diputuskan dalam rapat ppK;

Rapat sebagairRana.dirnaksud. pada aytt (1) dilaksanakan sesuai keperluan absundangan Ketua
PPK;

Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggob 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;

Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di musyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fasal 27

(1) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota;

(2) Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua
hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasat 28

Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran
dalam rapat.

Pasal 29

(1) Fengarnbilan keputusan pda dasamya ditakukan secara musyawarah untuk mufakaf

(Z) Apabila dalam rapat PPK Udak diperoleh keputusan sffara musyawarah mufakat, keputusan
ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 30

(1) Tugas SekreErts FFK:

a. membantu pelaksanaan tugas PPK;

b. memimpin dan mengawasi kegitan sekrebriat PPK;

c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan

d. mernberikan pendapatdan sirnrn kereda Ketua PFK.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Seketaris PPK bertanggungjawab kepada PPK.

Pasal 31

(1) Staf Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan segala urusan ketatausahaan, pembiayaan dan
administrast FFK, pertanggungjalvaban lneuangan, lqistik dan rnenyimpan buKt los pernbiapan
Pemilu untuk kegiatan PPK;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya staf seketariat bertanggungjawab kepada sekrebris PPK.

1t
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Bagian Ketiga

Panitia Pemungutan Suara

Pasal 32

(1) Tugps Ketua PPS:

a. memimpin kegiatan PPS;

b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat ppS;

c. mengawasi kegiatan KPPS;

d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelakanaan tugas;
e. mengumumkan hasil penghitungan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya;

f. meneruskan berib acara pemungutan suara dan perqhitungan suara dan seluruh lampirannya
dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya kepada PPK tanpa membuka kotak suara yang
digembok; dan

g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu
sesuai kebijakan yang ditentukan oleh KPU Prcvinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK.

(2) Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar
kesepakatan anggota ;

(3) Tugas anggota PPS :

a. rnenrbanhl Ketua KPP$dal.am r'netaksanakaft tugasnya;

b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPS;

c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan

d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;

(4) Dalam melaksanakan tugasnya', anggota nns bertanggungjawab'kepada Ketua PPS.

(1)

(2)

Pasal 33

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, di putuskan dalam Rapat PPS.

Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua
KPPS,

Bahan/materi rapat sudah di sampaikan pada Anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.

Dalam rapat sebagaimana di maksud pada ayat (2) di musyawarahkan pelaksanaan dan tugas pokok
PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

(4)

Fasal 34

(1) Rapat PPS diselenggarakan ahs kesepakatan Anggota.

(2) Setiap Anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab atas semua hasil rapat
PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasat 35

Setiap anggoh PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran

dalam rapat.

Pasal 36

(1) Pengarnbilan keputusan pada dasamp dila'kukan sec;ml musyawarah'untuk mufakat

(2) Apabila dalam rapat PPS tidak di peroleh keputusan secara musyawarah mufakat, PPS menetapkan
keputusannya berdasarkan suara terbanyak.

t2
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Bagian'Kernpat

Kelompok Penyelenggara Pemungubn Suara

Pasal 37

(1) Tugas Ketua KPPS dalam persiapan peny.elenggaraan pemungutan suara dan penghitungan $rara
adalah:

a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan
petugas keamanan TPS;

b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungubn suara;

c. menandahngani surat pemberitahuanlpangEilan kepada pemilih untuk memberikan suara;

d. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan

e. menerima saksi Pasangan Calon yang memiliki surat mandat dari Tlm Kampanye atau Pimpinan
Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.

(2) Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara diTPS:

a. memimpin kegiatan KPPS;

b. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani Tim lGmpanye, yang akan
bertugas di TPS.

c. melakukan pemeriksaan hrsama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap
segola sesuatu yang berhubungon dengBn persiapan pelaksanaan pemungutan dan
penghitungan suam di TPS;

d. mernimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;

e. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waktu setempat;

f. mengambil sumpahfianji para anggota KPPS dan saksiyang hadir;

g. menandatangBnt bertb'acara hrcanla sekrang-kurangnya 2 (dua) ol?ng anggota KFPS;

h. menandatangani surat suara; dan

i. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 waktu setempat.

(3) Tugas Ketua KPPS dalam rapat pnghitungan suara diTPS:

a. menyitahkan para'pemilih untuk duduk dengdn tertib bagi yang alan menlak$tan penghitungmn
suara;

b. memimpin pelaksanaan penghitungan suam diTPS sampai selesai;

c. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat
mandat dariTim Kampanye; dan

d. memberikan 1 (satu)rangkap salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada
masing-masing saksi Pasangan Calon yang hadir.

(4) Segera setelah dilaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS

menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan
administrasi pemungrutan dan penghitungan suara di TPS kepada Ketua PFS dengan mendapat
pengawalan dari petugas keamanan TPS.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPPS beftanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.

Pasal 38

(1) Tugas anggota KFFSI

a. memhntu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugasnya;

b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPPS.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota KPE bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

Pasal'39

(1) Petugas keamanan TPS beftugas membantu KPPS untuk mengadakan penjagaan keteftiban dan
keamanan di TPS atas petunjuk Ketua KPPS.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas keamanan bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.
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BAB VII

PENUruP

Pasal 40

Hal- halyang belum diatur dalam Keputusan ini, dapat diatur dan dijabarkan lebih lanjut dengan pedoman
dan petunjuk pelaksanaan dari KPU provinsi.

Pasal 41

Keprtusan ini mulai bedaku sejak tanggalditetaffin.

Dl tetapl€n di ltfataram
Pada bnggal 22 Oktober 2007

UMUM
BARAT

FIKRI
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